
1. Undang - Undang N0<n0r 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah - Oaerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Baral (Serita Negara Tahun 1950): 

2. Undang·Undang Nom0< 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2003 
Nom0< 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T ahun 2004 Nomor 5. T ambahan l.embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Unda.ng Nom<>< 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik lndones.a Tahun 2004 Nomor66. 
T,,...,,n .... n,,."' l ,.-....-........ a..i......-- o- •• .._i;,.. 1-...,. __ 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana <fimaksud 
pada huruf a dan huruf b di alas, maka Pola Tata Kelola 
Rumah Sakit Umum Oaerah Kabupaten Bel<asi tersebut perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Norn<>< 44 
T ahun 2009 tentang Ru mah Saki!. seluruh rumah sakit 
pemerintah diwajibkan dikelola berdasart<an Pola Pengelolaan 
Keuangan Sadan layanan Umum Daerah (PPK-BLUOJ maka 
diperlukan Pola Tata Kelola Rumah Saki! sebagai peraturan 
internal rumah sakit 

Meng mg at 

ID •'-""19 · a. bahwa dalam meningkatkan kinef)a pelayanan, kinerja 
keuangan dan kinerja manfaat n.rnah sakit pemerintah pertu 
didukung dengan Heks.bilijas manajemen rumah sakit terutama 
dalam fleksibil~s keuangan; 

Oengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa 
BUPATI BEKASI, 

TENT ANG 
POLA TATA KELOLA 

RUMAH SAKIT UMUM OAERAH KABUPATEN BEKASI 

NOMOR 35 rA,111 2013 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

.1Ja/tali ,flel.~t.!i 



I ,.. __ ... _.._ .. ,_...__._ 0-,, ... J..t.. t ... ..i .... -:... ...... __ ... ,,1.,::1 A\• 

5 Undang-Undang Nomot 25 T ahun 2004 tentang $,stem 
Pembangunan Nasiooal (t.embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

6 Undang-Undang Nomor 32 T ahun 2004 ten tang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana lelah beberapa 
kati diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Unclang 
Nomor 32 T ahun 2004 ten tang Pemenntah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7 Undang-Undang Nomor 33 T ahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 144. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5-063}; 

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Saklt 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia 
Nomor 5072); 

10. Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kiner}a Pemerintah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

11. Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun 2005 Nomor 48, T ambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

12. Peraturan Pernenntah Nomor 58 T ahun 2005 tentang 
l>engelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pernerintah Nomor 65 T ahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repub6k Indonesia 
Nomor 4502): 

14. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Oaerah (Lemba.ran Negara Repubfik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pernerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan 



Kesehatan Nornor 
Standar Pelayanan Minimal 

28. Keputusan Menteri 
129/Menkes/SK/1112008 tentang 
Rumah Saki!: 

29. Keputusan Menteri Kesehatan Repubhk Indonesia 
Nomor HK.07.06nJV1870/08, tentang Pernberian lzin 
Penyelenggaraan Rumah Saki! Umum Daerah Dengan Nama 
-a .............. c ... 1,,t •............. n- .... h li(.-..ko, ............. lb"""'-· o .. """ ....... .: 1-..- 

27. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 
tentang Pedoman Peraturan Internal Stat Medis (Medical Staff 
Bylaws); 

Nomor 
Penyusonan 
yang wajib 

25. l<;eputusan Menteri Kesehatan 
228/Menkes/SK/11112002 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sak~ 
dilaksanakan Daerah; 

26. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 772/Menkes/SKNV2002 
tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Saki! (Hospital 
Bylaws): 

Nornor 24. Keoutusan Menteri Kesehatan 
159b/Menkes/SK/Per/1111988 tentang Rumah Sal<it; 

16 Peraturan Peme<llltab Nornor 38 Tahun 2007 temang 
Pembaglan Urusan Pemenntahan anta,a ~rintah. 
Pemenntahan Daerah Prwinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndooeSJa 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

17 Peraturan Pemerlntah Nomor 4 1 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republil< 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 
Tahun 2004 tentang Akuntabililas Pelayanan Publik; 

19. Peraturan Menteri Keuangan NomOf 10/PMK.02/2006 tentang 
Pedoman Penetapan Remuneras, Bagi Pejabat Pengelola, 
Dewan Pengawas dan Pegawai Sadan layanan Umum; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 T ahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar 
Pelayanan Minimal; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan 
layanan Umum Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal; 
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Pemerintah Oaerah adalah Bupati besert.a pe,angkat daerah otooom yang lain 
sebagai bagian eksekutif daerah. 

Supati adalah Bupati Sekasi. 

Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang 
d1berikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif. dan 
rehabili.tatif. 

Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Oaerah (RSUD) Kabupaten BekasL 

Peraturan Pola T ala Ke Iola Rumah Sakit adalah peraturan yang mengalur 
tentang hubungan antara Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai pemilik dengan 
pengelola dan staf medis rumah sakil 

Peraturan Pola Tata Kelola Stat Medis (Medjca/ Staff Bylaws) Rumah Sakit 
adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan, hak dan kewajiban dari 
direksi dan stat medis di RSUD Kabupaten Bekasi. 

Dewan Pengawas adalah pengawas yang melakukan pengawasan pengelolaan 
Badan Layanan Umum Oaerah (SLUO) dibentuk dengan kepulusan Bupali atas 
usulan Oireklur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraluran 
yang berlaku. 

Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalarn 
Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum 
Oaerah, yang terdiri alas Oirektur, Kepala Bidang/Bagian, Kepala Sub 

' 

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan · 

I Daerah adalah Kabupaten Bekasi 

Pasal 1 

BABI 
KETEITTtlAN UMUM 

.... ~ · PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG POLA TATA l<ELOLA 
RUMAJi SAKIT UMUM OAERAH KABUPATEN BEKASI 

MEMUTUSKAN : 

30 Keputusan Mulletl Kesehalall Noma< 
493/MENKESISKN/2008 tentang Pe<letapan Tipe Rumah 
Saki! Umum Oaerah Kabupaten Bekas, Mtlik Pemerfntah 
Kabupaten Bel<asi Propinsr Jawa Barat; 

31. Peraruran Oaerah Kabupaten Bekas1 Nomor 7 T ahun 2009 
tentang Organisasi Perangkat Oaerah Kabupaten Bekasi 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraluran Daerah Kabupaten 
Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat 
Oaerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Oaerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2012 Nomor 8); 

32. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Oaerah (Berita Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 47). 



.-Y f'!i;ryanan medis sP<,sialistik luas adalah pelayanan medis spesialis dasar 
dtairrt>ah dengan pelayanan spesialis THT, mata, syaraf. jiwa, kulit dan kelamin, 
,ant,..r,g paru, radiologi, anesthesi, rehabilitasi medis, patologi klinis. gigi dan 
m111•. kedokteran forensik dan medikofegal serta pelayanan spesialis lain sesuai 
oer,gan kebutuhan. 

... ?1;;ayanan medis subspesialistik tuas adafah petayanan sub spesia~sasl yang 
..i.a di pefayanan medis spesialis bedah, kesehatan anak, kebidanan dan 
:ie,,yakit kandungan, penyakit dalam, telinga, hidung dan tenggorokan, paru dan 
pejayanan sub speslans lain sesuai dengan kebutuhan. 
otanite medis adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal 
can Ketompok Stal Medis (KSM) fungsional Rumah Saki! Umum Daerah 
,(abupaten Bekasi. 

20 Sub kornile adafah kelompok kerja dibawah komite medis yang dibentuk untuk 
ne<>gatasi masalah khusus yang anggotanya terdiri dari staf medis di Rumah 
Sal<rt Kabupaten Bekasi. 

21 Satuan Pengawas Internal (SPI) adafah perangkat rumah sakit yang bertugas 
"lelakukan pengawasan dan pengendafian internal dalam rangka membantu 
Oirektur untuk · meningkall(an kinerja manfaat, kinerja pelayanan. kinerja 
keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitamya (social responsibility') 
dalam menyetenggarakan bisnis yang sehat di Rumah Saki! Umum Oaerah 
Kabupaten Bekasl. 

Z2 Tenaga administtasl adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas 
melaksanaka.n administrasi pel1(antoran guna menunjang pelaksanaan tugas - 
l!Jgas staf medis. komite medis dan sub komite khuwsnya yang terkait dengan 
ebl< dan mutu medis di Rumah Saki!. 

23 PNS adalah Pegawai Negeri Sipil rumah sakit yang sefanjutnya disingkat PNS 
di Rumah Saki! .. 

Wwa, Fur,gs,ona1 adalah kedudukan yang ~ tugas. tanggung 
• "It>•. -,ang dan hak seorang P£!9awar Negen Sopil dalam saruan 
Cl'.Jll1l5a5I yang dalatn pelaksanaan rugasnya dodasarl<an pada Keahlian dan 
- ite1eampi1an le{lentu serta bersifat mand1ri 
OreiU adalah Oireklur RSUO Kabupaten Bekasi. 
S;i ae'6 adalah dokter, dokter 9191. dokter spesjaJis dan dokter 919; s.pesiatis 
P"G beirer)3 poma waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit. 
- dc:,r. masyarakal adalah mereka yang karena prestasi dan pe,-ilakunya dapal 
dp9:an a:intol1 / teladan bagi masyarakat. 
i?ldeS1 ltesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat 
,:e,,6d-an formal kesehalan dan melaksanakan fungsi melayani masyarakat 
~ usana pelayanan penyakit clan mental untuk rnenjadi sehaL 
.._,....,.. adalah tempat stal medis menjalankan profesinya unblk 
~rakan upaya kesehatan. yaitu rawat jalan, rawat inal). gawat 
dln.r.l! rawat intensif, kamar operasl. kamar bersalin, radiologi, laboratortum, 
.....- medis dan lain - lain • 

._ ~ medis spesiallst1k dasar adalah pelayanan medis spesialis penyakit 
31 a i<ebtdanan dan penyakit kandungan. bedah dan kesehatan anak. 



CJi Mis, Rumah Saki! Umum Daerah Kabupaten Bekasi adalah: 

a. mengembangkan pembangunan gedung rumah sakit sesuai master plan 
secara bertahap, melengkapi peralatan medis dan non medis serta 
pe119embangan fasilitas-fasititas umum di rumah sakit agar mampu 
memberikan rasa aman dan nyaman, serta menyenangkan bagi para 
pelanggan; 

1> memngkalkan kompetensi somber daya manusia pada semua tini pelayanan di 
rumah sakit dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal, memberikan 
pelayanan kesehatan perorangan dengan handal. santun dan meningkatkan 
daya saing minimal di wilayah Purwabeka; 

c. mengembangkan pelayanan-pelayanan unggulan yang marnpu menjawab 
tantangan dan peluang industrialisasi di Kabupaten Bekasi. 

a, W;, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi adalah : 
R.umah Saki! Dambaan Masyarakal Yang Handal Dan Mampu Bersaing'. 

) Fa!safah rumah sakit adalah : 
PTafesionalisme. keramahan, integritas tinggi, mutu layanan dan akuntabllitas 
"!lefUl)akan inti terwujudnya pelayanan prima. 

Pasal4 

Bagian Kesa1u 
Falsafah, Vlsl, Misi, Tujuan Strategis dan Nilai-Nilai Oasar 

-Iii runall sakit ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. 
t,e6adlldo;,;an di Jalan Teuku Umar, Cibltung Kabupaten Bekasi Kode Pos 17520. 

Pasal3 

BAB Ill 
POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT 

"ola Tata Kelola RSUD Kabupaten Bekasi dimaksudkan sebalJai pe,aturan dasar 
'3119 mengatur pemilik. clirektur dan tenaga medis rumah eekrt, yang me~pakan 
peoomar, bagi RSUD Kabupaten Bel<asi dalam pengelo!aan rumah sakit. dan 
::llll<lm3n dalam menyusun kebijakan coerasonal rumah sakll. 

Cl') Pola -aia Kelola RSUD Kabupaten Bekasi ditujukan untuk: 
a )!r'capamya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, Pejabat 

~ dan Sfaf Medis; 
~ IEfl)aCUnya profesionalisme yang bertanggungjawab terhadap mutu layanan 

yar,g sesua• standar di rumah sakit 

Pasal 2 

BASU 
MAKSUO DAN TUJUAN 



Unruk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
!\mah sakit mempunyai fungsi : 
a perencanaan rumah sakit, yang metiputi: pelayanan medis, sarana prasarana 

penunjang medis dan non medis, administrasi kepegawaian serta keuangan, 
dalam rangka pelayanan kesehatan paripurna; 

o penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non 
medis. dan pelayanan rujukan medis: 

c penyelenggaraan pengelolaan teknis administrasi tata usaha, admirnstras. 
keuangan dan akuntansi, kepegawaian dan administrasi pengelolaan sarana 
osn prasarana rumah sakit; 

d penyelenggaraan asuhan keperawatan serta Asuhan Kebidanan: 
e_ penyelenggaraan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga 

medis, tenaga perawat fungsionaJ dan non medis yang bersta!us Non PNS; 
r, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan tenaga medis, 

para medis fungsional dan tenaga non medis untuk memenuhi kebutuhan . . . . ·- . 

P.;;,;,,at, -Sakit berkedudukan sebagai Rumah Saki! milik Pemerintah Kabupaten 
,,, o1tas; yang merupakan unsur pendukung Bupati di bidang pelayanan kesehatan 
.-uangan yang dipimpin oleh seorang Oirektur, berada di bawah dan 
be13nggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Oaerah, 

P.unah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan. 
~an, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang di1aksanakan 
melalui rawat inap, rawat jalan, rawat darurat (emergency) dan tindakan medis, 
secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan pelayanan pengobatan dan 
oencegahan serta melaksanakan pelayanan rujukan, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang ber1aku, 

Pasal5 

Bagian Kedua 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit 

--Oasar: 
o; o,embenkan pelayanan kesehatan, RSUO Kabupaten Bekasf maniliki ....,.;a; dasar : 
a,· r '" memberlkan pelayanan prinsip sating percaya antar karyawan harus 

, @ :,a.<J<an: 
rn•-f'ldkan organisasi yang solid dan komunikasi yang ba1k narus 
d&.:3mal(an. 

;pr, Strateg,s 
a llt<c:c,tanya Rumah Sal<n Umun Daerah Kabopaten BekaSt menia<f, Rumah 

Sa:t dambaan masyarakal. 
e, le!QpCan)'a Rumah Saki! Umum Oaerah Kabupaten Bekasi yang aman, 

,,,,.aman dan menyenangkan: 
c. l!!tSeGan)'a s.umber daya rnanusta yang memifik.i kompetensi standar. 

e -.anya peralatan medis dan non med1s yang memadai dalam 
-· •,glcatkan akurasi pe1ayanan sesuai standar; 

e. ..,sedlanya pelayanan unggulan dalam bidang kesehatan indusbi; 
_..r,gll.atnya daya saing Rumah Saki!. 



Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati melalu, Sekretaris Daerah 
l(abupaten Bekasi. 

(? Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pengelolaan rumah sakit yang dilakukan oteh Pejabat Pengelola sesuai dengan 
l<etentuan peraturan perundang-undangan . 

., Dewan Pengawas berfungsi sebagai pelaksana yang melaksanakan peran Bupati 
-- -t1a1;un hitl:.nn nP..nn::1w;:1AAn rl::iin MmhinAAn v:.nn rlAAAt mAniAmin n.Mkl!n\M.na;Jn 

Pasat8 

Paragraf 1 
Tanggung Jawab, Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Kewenangan 

Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur. 

_ .Jt..mlah anggota dewan pengawas ditetapkan sebanyak 3 (liga) orang dan 
• satu) orang anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan 
pengawas. 

Pasal7 

Bagian Keempat 
Pembentukan Dewan Pengawas 

=-ememtah Oaerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup. 
i;e,gembangan dan kemajuan rumah sak.~ sesuai denqan yang diharapkan oleh 
-asyarakat 

~tah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai 
-,angan: 
a -..enetapkan peraturan tantang Rencana Strategis Bisnis, Pola Tata Kelola, 
~n Pokok Keuangan dan Standar Pelayanan Mmimat (SPM) Rumah Sakit 
Deserla perubahannya; 

t -.embentuk dan menetapl(an Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas; 
-.emberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal 
,ra,,g menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan: 

_ -nenyerujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RSA). 

~ntah Oaerah bertanggungjawab menutup defisrt rumah salrit yang bukan 
I.arena kesalahan dalam per,gelolaan setetah diaudit oleh auditor independen 

Pasaf 6 

Bagian Ketiga 
Kedudukan Pemerintah Oaerah 

~ penyeleoggaraan upaya pemasaran rurnah salat dalam bentuk pemasaran 
sosial dan pemasaran umum: 

ti oenyelenggaraan keqasama dengan p,nak ketiga untuk pelayanan rumah sakij 
melalw srstem keqasama operasi: 

L pelaksanaan keqasama dan koordinasi dengan instansi, lembaga/inslilosi 
:e,xa,t dalam upaya mendukung pelaksansan tugas: 

:,e,,gawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medis. pelayanan 
penunjang medis, pelayanan non medis dan pelayanan pengelolaan 
adfflinistrasi dengan mel'lggunakan sistem akuntabilitas. 



Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur - unsur: 
a PeJabat Organisasi Perangkat Oaerah yang berkaitan dengan kegiatan rumah 

salot; 
c Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; 
c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan rumah sakit. 

_ Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan 
pengangkatan Oirektur. 

(3l Knteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu · 
a memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kegiatan rumah sakit, serta dapat menyed.akan waktu yang cukup untuk 
melaksanakan tugasnya; 

b mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pemah dinyatakan paait 
atau lidak pemah menjadi anggola Oireksi atau Komisaris, atau Dewan 
Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan 
usaha pailit atau orang yang tidak pemah melakukan tindak pidana yang 
merugikan daerah: 

c mempunya, kompetensi dafam bidang manajemen keuangan, sumber daya 
manusia dan mempunyai komitmen temadap pemngkatan kualitas pelayanan 
publik. 

Pasal9 

Paragraf 2 
Keanggotaan Dewan Pengawas 

~ Pengawas beiwenang : 
a. C'l!Ml!Jlk.sa buku-buku, surat-surat, dan dokumen-dokumen; 

e•iOOl penjelasan pejabat pengelola; 
c; oe,,,.,1a pejabat pengelola dan/atau pejabat lain sepengetahuan pejabat 

pe,,gelo4a untuk menghadiri rapat dewan pengawas; 
~ ,,,.,. ,gaJukan anggaran untuk kepe,iuan tugas-tugas Dewan Pengawas: 
e, rnenGatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya jika 

o,pe,t,kan. 

0..-. Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara 
--..a.a paling sediki 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu dipet1ukan. 

!:"ewan f'ellgawas bell<ewa,t,an 
a. oernbelif<an pendapat dan saran '<epada BupatJ mengemu Reneana Bisni$ 

A:19garan yang d1usufkan oleh Pe)abat Pengelola. 
~ c,eogo<utJ perkembangan l<egiatan rumah sakit dan membenl<an pendapat 

se<:a saran kepada Bupah mengenai setiap masalah yang dianggap penting 
bag pengelolaan rumah sakrt; 

e, ce:v,,1<.'an kepada Bupab tentang kmerja rumah sakit; 
c:. ~ mawkan kepada direksl dalam melaksanakan pengelolaan rumah 

9kt 
e. cea,ul<an evaluasi dan penilaian k,nerja baik keuangan maupun non 
~n. serta memberikan saran dan catatan - catatan penting untuk 
G!!Y1d,ak lanJut1 oleh Oireksi rumah sakit; 
~t tindak lanjut has1I evaluasi dan peniJaian kinerja. 



,eia,iai Pengelola rumah saklt adalah para pimpinan rumah sakit yang 
~ngjawab terhadap kinerja operas,onal rumah sakit yang terdin atas: 

a D,tadur; 
b 'Cep.iJa Bagian TU; 
e i<epaJa Bidan,g Pelayanan: 
-:. Ii.epala btdang Penunjang; 
,. '(epala Bidang Pengembangan dan lnformasi. 

Bagian Kelirna 
Pejabat Pengelola 

s,,p!a txaya yang dipertukan dalarn pelaksanaan tugas Dewan pengawas termasuk 
-.».aun Ketua, Anggota Dewan Pengawas, dan Sekretaris dibebankan pada 
cr,an salUt dan dimuat dalarn Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). 

Pasal12 

Paragr.if 5 
Biaya Dewan Pongawas 

a ~- dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk meodukung 
l>ela w.aan tugas Dewan Pengawas. 

Set.._.. Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Peogawas 

Pasal 11 

Paragraf 4 
Sekretaris Dewan Pengawas 

- pcatan anggota Dewan Peogawas d1tetapkan setsrna 5 (~ma} tahun. dan 
....- orangl<at kembali untuk 1 (satu) kall masa jabatan berikutnya 

..,,....ata Oewan Pengawas dapat diberhent1kan seoetum waktunya oleh Bupab 

F>e:ibe'tei1ban anggota Dewan Pengawas sebelom waktunya apabila . 
.._ lidai: oapal rnelaksanakan tugasnya dengan baik: 
e ~ Melaksanakan ketentuan perundang - undangan; 
~ - oa1am undakan yang merugil<an rumah saktt: 

~"" penJara karena dipe,salahkan melakukan tindak pidana dan I atau 
- yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas 
=al' sakrt.. 

Pasal 10 

Par.igraf 3 
Masa Ja.batan Dewan Pengawas 

Pasal 13 



G.l\a memperlancar dukungan penyelenggaraan kegiatan pelayanan. pendidikan 
_. pelanhan serta penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan dibentuk 
..,.c,a-panitia yang merupakan jabatan lungsianal, yang berada langsung 
-Dlrektur. 

- f'lembenlukan panitia-panitia ditetapkan dengan keputusan Direktur. 
Paniua d1pimpin oleh Ketua Panitia . 

., "'ai lW bertugas dan be<1<ewajiban metaksanakan program kesetamatan pasien 
_car,ent safety). aud~ medis, qualijy assurance. Pencegahan dan 
Penanggulangan lnfeksinosokamial, reaksi cepat penanganan bencana, 
ail'edltasi rumah sakit, pengadaan barangljasa, pemeriksaan barangljasa, uji 
ILr'lgSJ barang, dan tugas·tugas lain sesuai kebutuhan rumah sakit. 

• Dalaln melaksanakan tugasnya panitia berkoordinasi dengan un~-unit lain. 

Pasal 17 

Bagian Ketujuh 
Panitia. - Panitia 

c; ll"lSlalasi mempunyai tugas dan kewajiban menyusun perencanaan I Strategic 
,&c:li:n ?!an, rencana tahunan instalasi, faslitasi pelayanan, memonitor dan 
1 w ,.. ell .as. serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing - masing. 

Pasal 16 

~kan dan perubahan instalasi didasarkan alas anaRsis organisasi dan 
~ 

~ dan perubahan jumlah dan je<1ls lnstalasi dilaporkan secara tertutis ..,..,a Bupati. 

Pasal 15 

GJ'2 ~ancar penyelenggaraan kegiatan pelayanan. pendidil<an dan 
• ,ct,an sen.a penelitian dan peogembangan kesehatan dibentuk lnsralasi yang 
...,....c¥an unit pelayanan fungslonal 
~ mstalasi drtetapkan dengan keputusan Oirektur. 
I • MN a,pcnpin oleh Kepala lnstalasi yang diangkat dan diberhentil<an oleh 
Oecil:a 
aa tr .-.siatasi tidak dapat merangkap jabatan lain. 
• edlrt....,, instalasi berada langsung dibawah direktur. 
=-,:, nelaksanakan kegiatan operasional pelayanan Kepata lnstalasi wajib 
a • 1lf'IINISJ dengan bidang atau seksi terkait. 
ll;e; 1 nstalas, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fuogsional 
er. -. li!llaga nan fuogsianal. 

Pasal 14 

Bagian Kee= 
lnstalasi Organisasf Pelaksana 



1 Tugas pokok Saluan Pengawas lntemal adalah : 
a. pengawasan terhadap pelaksanaan dan operasional rumah sakit; 
o menilai pengendalian pengelolaan I pelaksanaan kegiatan rumah sakit; 
c memberikan saran perbaikan kepada Oirektur. 

Pasal22 

Guna membantu Direldur dalam bidang pengawasan Internal dan mon~oring 
-..1< Satuan Pengawas Internal.yang ditunjuk. diangkat, dan d1bementlkan 
~ Direl\tur. 

'2) Masa Jabatan anggota satuan pengawas internal d~etapkan selama 5 (lima) 
tah\ln, dan dapat diangkat kembali. 

Pasal21 

Bagian Kesembilan 
Satuan Pengawas Internal Organisasi Pendukung 

k*I ode staf medis adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis 
caar- ;abatan fungsional. 
-.,,,"'* staf medis mempunyai tugas metaksanakan diagnosis.. pengobatan, 
pe ,cegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, 
penaolcan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
l!k: "*>gi kedolderan 
~ melaksanakan tugasnya, Kelompok stat medis menggunakan pendekatan 
- oe,,gan tenaga profesi tarkait. 

Pasal20 

~:¥JOI( )3batan fungsional terdiri dati sejumlah lenaga fungsional yang teibagi 
- oert>agai kelompokjabatan fungsional sesuai bidang keahhannya . 
.b ..,. tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d~enM<an 
-n kebutuhan dan beban kerja yang ada. 
!l'ci::a '"'* jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan 
,c •• • toogs1onal masing - masing yang berlaku. 
Jiln!I aan Jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perund~ 
..-,;en yang berfaku. 

Pasal19 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

~n panma berdasarkan ana~s,s kebutuhan. 
Fiorut,ar.an parulia-panitJa dilaporl<an secara tertulis kepada Bupati. 

Pu.al 18 



S p,mpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing- mas1ng 
.:an _...,. terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang dipertukan 
a • • oengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Pasal 28 

C • rnelakSanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan """'°" salra wajib rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simptifikasi 
-, ams functional approecto seoara vertikal, horizontal dan diagonal baik 
~ya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing.masing. 

Baglan Kesepuluh 
Tata Kerja 

Pasal27 

:: s , ,,_'13lankan tugasnya Kornite Keperawatan wajib menjalin kerjasama yang 
- ows dengan Komite Medis, Manajemen Keperawatan dan instalasi terkait. 

Pasal 26 

- Keperawatan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Direktur. 

~ Komite Keperawatan terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 
c,,ece,apa sub komlte yang seluruhnya rnerangkap anggota. 

Pasal25 

::;.,. .-.,,.-b31\tu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Keperawatan dan 
w u, peJaksanaannya. rnengatur kewenangan ( p((Jvi//ege ) perawat dan bidan . 

.. ,.,.,r.~•gk;m pelayanan keperawatan, pembinaan etika profesi keperawatan, •+•· !le<l(!ido~an, pelatihan dan penelitian serta mengembangkan ilmu 
~ dan teknologi keperawatan. maka dibentuk Komite Keperawatan. 

Pasal24 

G,na rr,emt,antu Oorektur dalam mengembangkan dan menjamin mutu pelaya~n 
• m agar sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit dobentuk Komote Medos. 
_. Medls mernpunyai otorilas ter1inggi dalam organisasi Stal Medis. 
s.sn,n tugas. fungsi, dan kewajiban, serta tanggungjawab dan kewenangan 
"'.cr::we Medis diuraikan lebih lanjut dalam Bab Pola Tata Kelola Stal Medos. 

Pasal23 

F~ Saruan Pengawas lntemal aClalah membant\J mana,emen dalam hal 
a ""'1'1C!Ptakan akucasi sis!em inJOO'l\aSI keuangan 
11. menc;,ptakan ef!SlenSi dan produklMtaS <:tan. 
e, ...endorong dipatuhinya pengamanan harta kekayaan; 
c bcl<iakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehal 



O e11ge!olaan Somber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas 
-.engenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara 
...,.1'411atif dan kualitatif untuk mendukung percapaian tujuan organisasi secara efisien 
dlll>efekfif. 

Pasal35 

Bagian Kesebelas 
Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

;w;,r, melaksanakan l\Jgasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh 
lie: ala unn organlSasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan 
~n kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkata . . 

Pasal34 

c.r,, menyampaikan laporan keoada atasannya. tembusan Japoran lengkap dengan 
_... ,a lampirannya d,sampaikan pula kepada satuan organ,sa.si lain yang secara 
~ mempunyai hubungan kerja. 

Pasal33 

"""•ra B.,gianlKepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Sel<si, 
-, lnstalasi wajib menyusun Strategic Action Plan (SAP) dan wajib 
....,._ikan laporan berkala kepada atasannya. 

Pasal32 

.....,. au ,ang dderima oleh setiap pimpman satuan organisasi dari bawahan. wajib 
c;cH1aan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih laniut- 

Pasal31 

s,.,:,;a, pimpinan satuan organisas, wajib mengikuti. mematuhi petunjuk dan 
~Jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada 

::=i a 

Pasal30 

5 s p iwnpnan satuan orgarusas. bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan 
c ar-an dan membenllan bimb1nga11 serta petunJuk bag, pelaksanaan tugas 
-,aooya_ 

Pasal 29 



U1luk menjamin ketersediaan. keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum 
ya,,g diberikan oleh rumah sakit, Supati menetapkan Standar Pelayanan Mirumal 
IUTI3h sakit dengan peraturan Bupati. 

_ ~ar Pelayanan Minimal sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), diusulkan oleh 
-,p,nan rumah sakit, 

St,rdar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud peda ayat (1), harus 
-empertimbangkan jenis dan mutu pelayanan. 

Pasal38 

Bagian Ketigabelas 
Standar Pelayanan Minimal 

• ,anac pengelola rumah sakit, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas 
,:an pegawai rumah sakit dapat diberikan remunerasi sesuai clengan tingkat 
-.;,;uag jawab dan tuntutan profesionalisme yang diper1ukan . 

..,...-,erasi sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja 
~ dapat berupa gaji, tunjangan tetap. honorarium. insentif, bonus atas preslasi. 
~· dan I atau pension. 

P..er.uierasi bagi Dewan Pengawas dan Sekrelaris Dewan Pengawas 
~na dimal<sud pada ayat ( 1), diberikan dalam bentuk honorarium. 

~ $ls3e,n remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), untuk rumah sakil 
cllolapkan dellgan Peraturan Supati . . 

PasaJ 37 

Bagian Keduabelas 
Remunerasi 

J<cs;asima operasional dilaksanakan sesuai kebutuhan dan d1lakukan oleh 
Clftl!,:.,r dengan pihak ketiga. 

F'!!gawai rumah salu! lenm dan pegawal PNS dan Noo PNS 

8enem'laan pegawa, rumah sakit PPK-BLUD adalah sebagai berikut : 

~ .r-J< pegawai yang berstatus PNS dilakukan sesuai dengan pe,,,turnn dan 
iaenWan yang bertaku: 
~ pegawai Non PNS dilakukan mekanisme penerimaan pegawai 
bel¢JSarf(a,n peral!Jran dan ketentuan yang berlaku; 

c. ~ing, Kerja Sama Operasional (KSO), magang_ atau cara - cara lain 
~ eleldif dan efisien dilaksanakan berdasan<an peraturan dan ketentuan 

'FM'!! berlaku 

Ot111curct11ng pegawai difaksanakan berdasarkan kebutuhan tenaga yang 
s c ""'" oleh Direktur dan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 

....,._., 1<e1entuan yang benaku. 

Pasal 36 



(1). 
beli 

ayat 
daya 

J Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada 
mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, 
.masvarakat. serta komoetisi vall!I sehat 

I Tani layanan rumah sakit diusu!kan oleh Pimpinan rumah sakit kepada Bupab 
l'lelalur Sekretaris Daerah. 

r-, Tanf layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
&pati. 

• ~ll'!lah saklt dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas 
barang dan I atau jasa layanan yang diberil<an. 
"'lbalan alas barang dan I atau jasa layanan set:>agaimana dinaksud pada 
3"/8\ (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar pemmmgan biaya 
saruan per unit tayanan. 

• l"anf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menutup seluruh atau sebagian 
aan biaya per urnt layanan. 
Tatlf layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapal berupa besaran tarif 
oan I atau pola tarif sesuai jenis layanan rumah sakit, 

Pa,.al44 

S .,.... dan pemerintah untuk pembiayaan rumah sakit dapat berupa biaya pegawai, 
-,a peogadaan barang dan jasa serta biaya modal. 

Baglan KelimabelU 
Tarif Layanan 

Pasal43 

Olliar' rangka penerapan prinsip dan azas sebagaimana ketentuan pada Pasal 40 
.....a aalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi bert>asis akrual 
'S,OJ(; dat>standar akuntansi pemerintahan (SAP). 

Pasal42 

=le v*)laan keuangan rumah sakit berdasarkan pada prinsip efektivrtas, efisiensi dan 
:.» •ll\lllas dengan berazaskan akuntabilitas dan transparasi. 

Pasal41 

Bagian Keempatbelas 
Pengelolaan Keuangan 

Pasal40 

Satt.ar Pelayanan M1mmal barus mempefhabl<an dimensi mutu layanan sebagai -.. -~· 9eitlhas 
as,ensi. 
1Crsetamatan dan Keamanan: 

a l(a,yamanan: 
-.,mt>ungan Pelayanan: 

, ~s, Teknis: 
• ~an antar Manusia. 

Pasal 39 



Pasal 47 

Seturuh pendapatan rumah saklt sebagaimana dimaksud pada Pasat 45 kecuali 
yang berasaf dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai 
pengeluaran rumah sakit sesuai RBA. 

7: Hlbah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diberlakukan sesuai 
peruntukkannya. 

.- ~etJasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama 

...,.,.asiooal, sewa menyewa dan usaha lainnya yang rnendukung tugas dan 
trigs, rumah sakit, 

~tan rumah sakit yang bersumber dari pendapatan yang berasa1 dan 
CIICJ ,sasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan 
""'9Qa(an Pendapatan dan Belanja Daerah (APBO). 

Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) dapat berupa pendapatan yang berasal dari peme<intah dalam 
~ pelaksanaan dekonsentasi dan I atau tugas pembantuan dan tain - lain. 

'l..mah sakit dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan I atau tugas 
:iembaotu.an, proses pengelolaan keu.angan diselenggarakan secara te<p,sah 
lle<tlasarkan ketentuan yang benaku dalam pelaksanaan APBN. 

lM1 - lain per>dapatan rumah sakit yang sah sebagaimana dimaksucl pada 
Pasal 45 huruf f, antara lain; 
,. hasil penjualan keRayaan yang tidal< dipisahkan: 
e hastl pemanfaatan kekayaan; 
e jasa giro; 
cl. pendapatan bunga; 
e i«,untungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 
~ Komisi, potongan ataupun bentuk fain sebagai akiba\ dari penjualan dan I atau 

pengadaan barang dan/atau jasa oleh rumah sakit; 
g hasil investasi. 

Fe ~Ian rumah sal<lt yang betsumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan 
,.-oi; d,peroleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakal 

Fe dapalan rumah sakit yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat 
or ".iball bdak terikat. 

Pasal46 

Is •• ..can rumah sakrt dapat betsumberdari 
._ .ma \ayaoan. - a.i """"sama dengan pihak fain; 

0,10!60 

~= 
JrJ- "'"' pendapatan rumah sakit yang sah. 

Pual45 

Bag,an Kaenambeln 
Pendapatan <Ian Bbya 



8'aya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2). terdiri dari : 
a. Bla.ya pelayanan; 
:, Biaya umum dan administrasi. 

- Siaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. mencakup 
1'!luruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan 
pelayanan. 

&,ya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
-neoc:akup seluruh biaya operasional yang tidak berhubung·an langsung dengan 
Stegiatan pelayanan. 

• Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). terdiri dari : 
a blaya pegawai; 
b. biaya bahan; 
c, biaya jasa pelayanan; 
d. biaya pernelihacaan; 
e. biaya barang dan jasa; 
r biaya pelayanan lain - lain. 

51 Boaya umum dan administcasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari . 
a biaya pegawai; 
b. biaya administrasi kantor; 
c, biaya pemeliharaan: 
d. biaya barang dan jasa; 
e. biaya promosc 

Pasal 48 

..,..a rumah saktt merupakan biaya operasional dan biaya non operasional. 

a.,.. wecasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), mencakup seluruh biaya 
,pang menjadi beban rumah sakit dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi. 

&a-,a non opecasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), =cakup seturuh 
~ yang menjadi beban rumah saktt dalam rangka menunjang pelaksanaan 
a,gas dan fungsi. 

6,aya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1 }, dialokasikan untuk 
.,...,,blayal program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan 
;:,endukung pelayanan. 

Pembfayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
OIIIOkasikan sesuai dengan kelompok, jenis. program dan kegiatan. 

Pasal 49 

Sa.cull pendapalan rumah sau sebagamana <lrnal<sud pada Pasal 45 huruf a. 
tx:n.' b. huruf c. clan hun.Jf f. dilaksanal<an metalui rel<ening kas rumah saltil 
din dicatat dalam kode reken,ng kelompok pendapatan asli daefah pada jenis 
......- pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan rumah - Se,,tuh pendapatan sebagaimana dimakwd pada ayat (3) dilaporkan kepada 
~ pengelola keuangan daerah setiap triwulan. 

f"'"'1al laporan pen<:lapatan sebagalmana dimaksud pada ayat (4). sesuai dengan 
iaenlUa!l yang berlaku, 



?Pngelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung. jalan 
dia,<.ul<an sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"erigelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan 
._ ..,,,.. mnonkin untuk keoentinQan mutu pelayanan dan kelancaran 

Bagian Ketujuhbelas 
Pengelolaan Sumber Daya uin 

Pasal54 

-9 batas RBA sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2), ditetapkan 
-gar t;,esaran persentase. 
e 1 2111 presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan 
-bangkan fluktuasi kegiatan operasional rumah sakit. 

B a a, presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA 
_, Dallar Pelaksananaan Anggaran (OPA) rumah sakit oleh PPt<O. 

~ ambang batas tertentu sebagaimana pada ayat (1), merupakan 
-,...iunan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat 
diper".anggungjawabkan. 

Pas,al 53 

% si>4CaS pengeluaran biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
'• '18 tterlaku untuk biaya rumah sakit yang berasal dari pendapatan selain dari 
,.. L>4 "1'BO can hibah terikat. 

Pasal 52 

~a ;eJi-an biaya rumah sakit diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan 
s ,e oag,atan pelayanan. 

Ra t • ,s pengeluaran biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
aw "" pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan 

a ••., pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara ,. 

Paul 51 

s 
1:.,, 

~ran biaya rumah sakrt yang bersurnber sebagaimana dimaksud 
.-. ?'as.al 48 d,iapori<an kepada Pejabat Pengelola t<euangan Oaerah (PPl<D) 

IBl8C :,,,uar, 
5,itr_-n pe11gel11a1an biaya rumah sakit yang bersumber sebagaimana dimaksud 
_. ~ , 1) dilakukan dengan menerbilkan SPM pengesahan yang dllampin 
• ,.., Sura! Pemyataan Tanggungjawab (SPTJ) 

......,,,. SPT J sebaga1mana d1maksud pada ayat (2) dan format lapc:,ran 
•-s:d"""" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan yang 
ML:, 

._.....,._, wllllse«•,• ••dw-Slrlpm:a-£;; aya:.C3) _ _, 

c,apb<.191- '=-P _._ 

..,a w-.qll\ ~ aset-. ~~~- -1"1>1'\ c:,1,eras1cw,aHa,t1 - la111 



Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf b 
L--.i1~ggarnbar1<an hubungan dan rnekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi 

~ organisasi sebaga1mana dirnaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf a 
r,,eoggarnbarkan posisi jabatan. pembagian tugas. fungsi, tanggung jawab dan 
-,,ang dalam organisasi. 

Pasal57 

~ sakit beroperasi berdasarkan tata kelola atau peraturan internal. yang 
,,,.........1 amara lain 
a Sttuktur organisasi; 
b Prosedur kerja; 
e Peogelompokkan fungsi yang logis; 
ct Per,g,ilolaan sumber daya manusia. 

filla llelola sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnemperhatikan prinsip antara - • .,..ransparansi; 
b 11>.untab1litas; 
e ~esponsibilltas; 
d .-.dependensi. 

Pasal56 

Baglan Kesembilanbelas 
Prinslp Tata Ketola 

On,i!n.i meounjUI< pejabal yang mengelola lingkuogan rumah sak1r antara laifl 
1k9 ..c,gan f,sll< km,a btologi serta pembuangan limbah yang beroarnpak pada 
-1l3!an lingkungan ,ntemal dan ekstemal serta halaman. taman. dao 1a .... 1am 
, m a dengan peratoran perundang-undangan yang berlaku. 

-...- Pol<ok Pengelola Lingkungan dan limbah Rumah Sakrt mehputi 
.,..q"daan limbah dan sampah. pengawasan d~n pengeooalian 
-.o -serangga, sistem pengelolaan lingkungan fis~ dan biolog1 rumah sal<it 
_.. 'reflyediakan fasilltas yang dibuluhkan untuk keg1atan pendidikan, pelalitlan 
• 1 ran/pengembangan di bidang penyehatan lingkungan rumah sakll. 

fia ,;,. Pengelola lingkungan dan l.Jmbah Rumah Saki!. 
a ~tan ruang dan bangunan rumah sakit 

p,w,yehatan makanan dan minuman: 
p,,nyehatan air bersih dan air minum: 
pemanlauan pengetolaan linen; 

e c,engelolaan sampah; 
pengendalian serangga dan binalang pengganggu; 

i. oes,nleksi dan sterilisas, ruang; 
i,a,gelolaan air limbah: 
,c,aya penyuluhan kesehatan lingkungan. 

Pasal55 

a a sn Ked1trPNt 111 
PP-ieUoll•T•• U 57 tttPllp11 dilD I Mbat; Rum.ah SuA 



O"luk dapat bergabung dengan rumah sakit sebagai staf medis maka dokter atau 
<»der 919i harus memiliki standar kompetensi yang dibutuhl<an, Surat Tanda 
?,a,gtStrasi (STR) dan Surat ljin Praktik (SIP). kesehatan jasmani dan rohani yang baik 

untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta memiliki perilaku dan 
cxr.11 yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 

Pasal60 

K.eanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa membedakan 
<as agama, warna kulit, ienis kelamin, keturunan. status ekonorru dan pandangan 
:,cilbsnya. 

l<.eanggotaan staf medis merupal<an previllege yang dapat diberil<an kepada 
!loll1ef yang secara terus menerus mampu memenuhi kualiflkasi, standar 
-omoetensi dan persyaratan yang ditenlukan. 

Pasal59 

BABIV 
POLA TATA KELOLA STAF MEDIS 

~ sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf d, merupakan 
~n pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan 
lrepenDngall dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai 
_,,.,., peraturan perundang - undangan dan prinsip bisnls yang sehat 

~s sebagaimana dimaksud ayat (2) diwuJudkan dalam perencanaan, 
- dan laporan pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, 
ia.tu,gan kerja dalam organisasi, manajemen SDM. pengelolaan aset.dan 
ca.aiemen pelayanan 

r rpoosil,rrtas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf c, 
-,on kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisas, terhadap 
t:,c,s Jang sehat serta perundang - undangan. 

Pasa158 

-».-ans, sebagaimana d1maksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf a, mer14);1kan 
- ..-t,ukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus ,ntormas, agar 
-... as, secara tangsung dapat drtenma bagi yang membutuhkan. 

!lliJ m, ,tas sebaga,mana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf b, merupakan 
e a bsan rungs;, struktur, sistem yang dipefcayakan pada rumah sakil agar 
iM :.,elula<tnnya dapat dipertanggungjawabkan. 

Pc yE9i ean ~ cay. rT1illllUSR W!il ei- uana drnaksud pada Pasai 56 
..,,,_ (1) :,uruf d ~ pengauan oa,, ~....- yang jelas mengena, 
.., ter caya manus,a yang beroneola$i pada pemenunan seeera k...anutatif I ..,_,c ,, n IA'lwk mendukung pencapaian 1UJU3n 0<garusas1 secara efisien. etel<bf 
-p,odukllf 

Pls:..ML:.-.c,.:61::m .__ llnlPlf"I .._. z-aa Oil I PNl pada. ?2tsal 56 • -..... ,_... .....-, s 
af!1L (1 bent c.. ~ paw • n ,-.. ,eia dan ,asa.., a-o 
11.,s ;,efayamn ::ar. b,gs, ~ ,-n!; ,es: .a de<,gal\ "'" iS1P pengenoa,oan 
~twaatn ,ay.a ts ,wcas, pe,c,..arros-JtSaSL 



Ookler spesialis konsuttan adalah dokler yang karena keahliannya direkrut oleh rumah 
sakit untuk memberikan konsunasi (yang tidak bersifat mengil<at) kepada Kelonipok 
staf medis lain yang memenukannya dan oleh karenanya ia tidak secara langsung 
menangani pasien. Kualifikasi sesuai dengan kompelensi di bidangnya serta 
mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang - undangan 

Pasal64 

...ama masa keqa sebagai stat medis rumah sakit adalah sebagai berikut : 
a Untuk stat rneors organik adalah sampai yang bersangkutan memasuki masa 

pensiun sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku; 

e Untuk stat medis mitra adalah selama 2 ( dua ) tahun dan dapat dipe,panjang 
kembali untuk beberapa kali sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi 
persyaratan dan sesusi dengan kebutuhan rumah sakit; 

t: Untuk stat medis relawan ( voulenteer ) adalah selama 1 ( satu ) tahun dan dapat 
d1perpanjang kembali untuk beberapa kali sepanjang yang bersangkutan masih 
memenuhi semua persyaratan 

Pasal 63 

IQ Sl31 med,s rnnra, yartu dokter yang bergabung dengan rumah sakit sebagai milta 
!::led<edudukan sederajat dengan rumah sakit, bertanggung1awab secara mandiri 
-ia bertanggung gugat secara proporsional sesuai ketentuan yang ber1aku di 
"U'Tlah sakit; 

e Slat medis relawan, yaitu dokter yang bergabung dengan rumah sakil atas dasar 
.e,ng,nan mengabdi secara sukarela, bekerja untuk dan alas nama rumah sakil. 
<Ian bertanggungjawab secara mandiri serta bertanggung gugat sesuai ketentuan 
,ang berlaku di rumah sakit; 

; Stal medis tamu yailu dokter dari luar rumah sakit yang karena reputasi dan atau 
i.eahliannya diundang secara khusus untuk membantu menangani kasus - kasus 
yang lldak dapat ditangani sendiri oleh staf medis yang ada di rumah salqt ateu 
ootuk mendemonstrasikan suatu keahlian tertentu atau teknologi baru. 

Sia! medis yang telah bergabung dengan rumah sakit dikelompokkan ke dalam 
7 12 Ego, 
a Staf medis Ofganik, yaitu dokter yang direkrut oleh pemerintah dan bergabung 

cie,,gan rumah sakit sebagai pegawai tetap, berkedudukan sebagai sub on1inat 
,ang bekeqa untuk dan atas rumah sakit serta bertanggungjawab kepada lembaga 
ie<sebut; 

Pasat62 

Bagian Kedua 
Kategori Stat Medis 

T-al;wsana ~ d3rl peogang<atan kembafi Stal Med,s rumah sakt 
oia+-ullan oleh oren. ""'Y*' penrrtbangan dan t<omae Medis. 

!(e.;r,ggo(aan stal meoos dnenma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
di:nda~ dengan surat pefJanjian (controctual agreement). 

Pasal 61 

Bsa , ,ces:aei 
PP••smisllll•-- Pa ~ Kealbal. sut ac,,... 



Orre,stur berwenang mengabufkan atau mcoolak perrnohonan sebagaimana 
armaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan rekomendasi komite medis. 

Seoap permohonan perluasan kewenangan kllnik yang dikabulkan atau ditolak 
nanis dituangkan dalam surat keputusan Direktur dan disampaikan kepada 
:,emohon dan ditembuskan kepada komite medis. 

Oaiarn hal menghendaki agar kewenangan kliniknya diperluas maka staf medrs 
png bersangkutan harus mengajuka.n perrnohonan kepada Direktur dengan 
;renyebutkan alasannya serta melampil1<an buk1i berupa sertifikat pelatihan yang 
_... oleh organisasi profesi danlatau pendidikan yang dapat mendukung 
:ennot,onannya. 

-=iargan klinik sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 akan dievaluasi terus 
.-enJ& untuk ditentukan apakah kewenangan tersebut dapat dipertahankan, 
~ d,persempit atau bahkan dicabut. 

Pasal70 

Pasal 69 

S 11 "' dokter yang diterima sebagai stat medis rumah sakH diberikan 
-.angan klinik (clinical privilege} oleh Direktur setelah memperhatikan 
~si dari komite medis. 

P'! re,,tuan kewenangan klinik didasal1<an alas jenis ijazah I sertifikat yang diakui 
oe-, masing-masing organisasi profesi berdasarkan hasil krendensial sub komite 
~I di rumah sakit. 

o.am hal kesuhtan menentukan kewenangan klinik. komita medis dapat maminta 
lfl>"'llaSI atau pendapat dari kolegium tel1<ait. 

Pasal 68 

Bagian Keliga 
Kewenangan Klinik 

..- oese<ta pendidikan doi<ter spesialis adalah dokter yang seeara sah diterima 
--.- :,eserta program pendidikan dokter spesialis, serta memberi<an petayanan 
w.a.ar• dalam rangka pendidikan. Kualifikasi sesuai dengan kompetensi 

l:ll:» 9"Y<' serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan 
~ngan. 

::):,i;pr .-.n dJ il'ISlal<IS! ga-..at darurat adalah dokter umum yang memberil<an 

2 3 1 • c1 ,nstalasl gawat darurat sesuai dengan penempatan ~adn/ablidaau tugas ~~ 
~ rumah salot Kuarrnkasi sesuai dengan kompetensi , ngnya =- 

~ hak dan kewajiban sesuar dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasa167 
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~s:al. ce,g r w z n eM -,.::,;: ee Cd"3, c H ta::ega pe:,~ .:&llr: 08n: 
-- 6ii¥$H).ii m o.+-: •as MS ! r ac rAo.. Oec,.a :aLl?'l1 =-~ NaSiOllai at:a;_;_ 
:-++ en lair> ~ Cle r w, ~ -.: ~ tnlJI< meqadl pe(10ll11 < 
a > • ""',gap, t-:; :cs a :a daii< a, -'9 i<esel\atal> ~~ ses,sa, dengal\ 
c.:,o c s , s "' bid.a.,,_,,. se<:a ~ ha!< dan tr;ewaJban sesua, dengan 
,ea:1a1~-~ 



S.-- dok:ler yang metaksanakan praktik kedokteran di unit - un~ pelayanan rumah 
- ll!ffllasuk unit - unit pelayanan yang melakukan kerjasama operasional dengan 
U'WI sakil, wajib menjadi anggota staf medis dan berada dbawah k00<dinasi kom~e 

""'°" 

Bagian Kelima 
Pengorganisaslan Kelompok Staf Medis 

Pasal 75 

. Ollam hal staf medis tidak dapal menerima sanksi sebagaimana <f.maksud pada 
.,;. 12) maka yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis 
c : 11 wak!u 15 (hma betas) han sejak diterimanya surat keputusan, untuk 
~ya Oirektur memiliki waktu 15 (lima belas) hari untuk menyelesaikan 
de ,gan cara adil dan seimbang dengan mengundang semua pihak yang terkait. 

e'8nyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat f11al. 

Bit nasil penefaahan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 
™"ibuldlkan kebenaran penilaian maka komite medis dapal mengusulkan 
\<Cada Otrektur untuk dibeJ1akukan sanksi berupa sanksl adminisb'asi. 

f'lr'()erlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) narus d,tuangkan 
- belltuk surat keputusan Oirektur dan disampaikan kepada staf medis yang 
t,ers.angkutan dengan tembusan kepada komite medis . 

Pasa\74 

Pasal 73 

Camn ha! s;a! mews dinilai l<urang mampu atau melakukan tindakan klinik yang 
- ...,....,, dengan standar pelayanan sehingga diduga dapat menimbubn 
..., • ,.., , <1arvatau kematian maka kom~e medis dapat rnelaltul\an penelaallan 
_.. peneilian ffl8lalw um audrt medik. 

kn/. medlS sebagalmana tercantum pada ayat (1) adalah audit yang dilakul<an 
c:ii!!tl KS-.. yang be,sangkutan dan/atau tim audit medis rumah sakit 

-.., Miil$ medil< terdin dan dokter spesialis sebagai ketua tirn. manaiemen 
tRgil' sekretaris dan tenaga rekam medis serta ketua KSM sebagai anggota. 

-.., &.dil medllc memiliki masa kerja sefama 3 (tiga) tahun dan drtetapkan 
~n sutal keputusan direktur rumah sakit. 

Jiu penelruan kasus belumllidak dapat diselesaikan ditingkat tim audit medis 
.=-a penyelesaian penelitian dilakukan oleh komite medis. 

Saglan Keempat 
Pembinaan 

:, !>ehea<.a a.r,,. ~ - al<D3C oeneana massal. keruSutian 
9" .:e:•• r, +an !Jat:Y3I< i<crt,an ,,...,... _,,... staf rnecf,s rumah sakit dapat 
a ; :r II,£: a~ klsni, \R1ttl.kc .fJiii3P3t ~ unda}Can penye&amatan di ~~ 
sc ,,.., kw. ~ dilalwl<af1 sei,a<¥"Q yang bersangkutan mem, 
w+c ai"**~ya 

Ts --r~ ..._ ww•• c.ral dteP:ae ·-=..,. -d!Mfi -=m: 3Ca1 ~ 
: a .aoo-,,~ ,e, s- r1uer •••:a-M=-ilr 



Pasal79 

-~b kelompok stat medis rumah sakit adalah: 
lL llier'>oenkan rekomendasi melalui ketua komite rnedis kepada Direktur terhadap 

...,....ohonan penempatan dokter baru di rumah sakit untuk mendapatkan surat 
~: 
w..al<ukan evaluasi atas tampilan kinerja praktik dokter be<dasarl<an data yang 
oo,,rehensif: 

e, lletnbenl<an rekomendasi melalui ketua komite rnedis kepada Oirektur temadap 
~n penempatan ulang dokter di rumah sakit untuk mendapatkan surat 
~san Direktur; 

.:. 14ambenkan kesempatan kepada para dokter untuk mengikuti pendidikan 
..ool<!eran berkelanjutan; 

t. ~rikan masukan melalu, ketua komite medis kepada Oirektur mengenai 
-....hal yang berkaitan dengan praktik kedokteran; 
'-'emberikan laporan secara te<atur minimal sekali setiap tahun melalui ketua 
lrnmite medis kepada Oirektur atau Wakil Oirektur Pelayanan tentang hasil 
:,emantauan ind1kator mutu klinik, evaluasi kinerja klinik, pelaksanaan program 
peogembangan staf, dan lain - lain yang dianggap perfu: 

; Welakukan perbaikan standar prosedur operasional serta dokumen - dokumen 
1'3119 terkait. 

~ s:af meo,s rumah sakll adalah : 
a ~n kegiatan proiesi yang komprehensif meliputi promotif, preventif 

U illf clan reha!)IT,tallf; 
en tuat rel<am medis sesuai fakta, tepat waktu dan akurat; 
lkta,g,.atkan kemampuan profesi melalui program pendidikan atau pelatihan 
celata ~..Jtan. 
.. ~ aga< kualitas pelayanan sesuai standar profesi. standar pelayanan medis °"" eli<a l,;edokteran: 
llor.Julun. mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan 
wvW•• mutu klmik: • 
~n program keselamatan pasien (patient safety). 

Pasal 78 
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,a • s:a: "BllS rumah sakit adalah sebaga, pelaksana pelayanan med,s, 2 
~ ..,:a:: .:a,, pelallhan sena peneblian dan penge<nbangan di bidang rned,s. a 

0 :, 111f ;,e,sya,a,an set,agamana dilNll<slJd pada ayal (2) bdak dapat dij)enUhi 
- - <lb!f'IIUk lu!bupok Sia' medis yang Ferdin atas dokter dengan 

TN! bert,ed.3 c1engan mernjle<hatikan d,siplin Hmu atau tugas dan 

Sn ;, ieb1.poi s=ail ,,_ _........,, ler.irl acas 2 aua• orang dokte< dengan 
)E:W..gWI i~ 

c, ., 

:, 5 ; 1 , , t ....... &1gllJ. 'CallU: 'fliiJI. !Cede or+ 1 C)Oi:br.i seS'I.Q cear:ig 
• r C '¥1 llilU ce u ,.1 CID llin &:ae::::asartar r.e:ruirlbangan 



...;cmrte medis pembentukannya ditetapkan deogan surat keputusan Oirek1ur dengan 
-.asa kerja selama 3 ( tiga ) tahun. berl<edudukan di bawah serta bertanggungjawab 
, epada Oirektur. 

Pasal84 

G.6\a membantu rumah sakit dalam mengembangkan mutu layanan kesehatan 
t;a1)asis keselamatan pasien maka dlbentuk komite medis. yang merupakan satu - 
wunya wadah profesional di rumah sakil yang memiliki otoritas tertmggi dalam 
onpnisasi staf rnedts. 

Panl83 

Bagian Keenam 
Komite Medis 

Per>lalan kinetja yang bersifat administratif. misalnya mengenai disipr111 
\.eoegaW<lian. motivasi ke~a dan lain sebagainya dilakukan oleh Oirektur rumah 
9b. 
::...iuas, yang menyangkut keprofesian. misalnya audit medis, peer review . 
.-.plltl profesi, proctoring. etika profesi dan lain sebagainya dilakukan oleh komile 
M'le(j,s 

Berdasarl<an ayat (1) dan ayat (2) staf medis yang memberikan pelayanan medis 
_...tap di unit kerja tertentu secara fungsional profesi tetap me<'ljadi tanggung 
-3b komite medis khususnya dalam pembinaan masalah etik, mutu dan 
oengernbangan ilmu. Secara management administralif di bawah kepala instalasi. 

Pasal82 

%: Iii an li::sttJa icaompok stlf l""..edrs.· 
.& ~~,;tat med IS dlprnf>ln Olell seo,ang ketua yang dipilih oleh anggotanya: 

[ij;a.a ~ staf medes adalah dokter organ,k: 
,a #.an ketua kelompok staf mec:f,s d1atur dengan mekanisme yaedng ddisus~~ ~~ 
i..:, .., medis ProseS pemilillan ini wajib melibatkan kom1te m . IS an ':"'e.,ur 
... .- $alOl. setelah proses pemilihan ketua kelompok staf medis selesai, maka 
~e- : 11.an sebagal Ketua Kelompok Staf Medis di sahkan dengan Surat Kepulusan 
Onil!llr Rumah Sakit. 
llasa bakll ketua kelompok staf medis adalah minimal 3 (tiga) tahun dan dapat 
dci,,h 'voml)ab untuk 1 (satu) kal1 periode berikutnya: 

e. !Oa-'3 !(SM bdal< dapat merangkap jabatan sebagai kepala instalasi dan jabatan 
av llr.11. 

Tl ~nl*C'Cl!li&O'oJra 
~ i,a,atl ..... _, ke I Wy#I ,,,_ """"11'9 -rnasir,g anggotany,> 

., ___._ I I .& .. j NII\ _.._ '5'i I 2 I Q)iiii +• 1, • J 
a) w,s;;.w..marq •~w.;., t ;aatD!ds. 



fi:rgSi kom~e medis adalah sebagai pengarah (steering) dalarn pemberian pelayanan 
~ Y3f111 rinciannya adalah sebagai berikut: 
a Llembantu Oirektur menyusun standar pelayanan medls dan memantau 

:,etaksanaannya: 
l.lembina etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi; 

e, Metigatur kewenangan klinik masing - masing kelompok staf medis; 
_ l.lembantu Oirektur menyusun peraturan Pola Tata Kelola stat medis ( Mec!i<;a/ 

Staff By Laws) secta memantau pelaksanaannya; 
,. Membantu Oirektur menyusun kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan 

rnedikolegal; 
Melakukan koordinasi dengan Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan 
pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok stat medis; 

- Memngkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan secta penelitian dan 
pengembangan dalam bidang medis; 
Melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis; 
Memberikan laporan kegoatan kepada Oirektur 

Pasal 89 

& w,ca komote medis terdiri dari semua kelompok stat medis. 

Pasal SS 

;:: 1a;aa,, sel<retaris komote medis adalah : 
a ~ komile rnedis dipftoh oleh ketua komite medis; 

SeJrre<an$ ~omote medis dijabat oleh seorang dol<ter o(lJanik; 
O I n menialankan tugasnya. sekretaris komile medis dibantu oleh tenaga 
ac>'Til"ISl1asVstaf sekretariat puma waktu. 

Pasal87 

~ et,aaap perkembangan perumah sakitan: 
Ser Ill -..i(a ~sana dan jujur. 

e. llo!:lptfft3I i<epribadian yang dapat diterima dan disegani do lingkungan 
i:tcleA'7a 
~ l'IU!!lntas keikrn.Jan dan etika pcofesi yang ting91. 

; ¥aR tin11J1: """--" ~etua clan wakil kell.la komite med•s a<lalah : - I .,_ 
& Iii .p,ny3 .:redloiilas yang unggi datam profesinya. 

en i;,ssar seg, ,1mu protesmya datam 1angkauan, ruang lingkup. sasaran dan 

a ~ ..:- Yes~ llr.tr, dari - oa, W¥i ~ ,....,..,..,... 
s:c .._.,,_ d.n l's• K.SU.: 
!«? caa Y.alll -.a ya<>; D\31 RI -,, - ,-ar,!1 ~ Oien KelampoK 
fl:ill D!DS 
Su,.atzrs yang :);pi;, Qlell '<cllJ3 <omlle medlS 
-w u .,...,.; - oan semua llelui, lfJOi< staf medi!> 
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._.,Jlban komite medis adalah : 
a Menyusun rancangan peraturan Tata Kelola star medis (Medical Staff By Laws); 
~ Membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis, standar prosedur 

operasional dibidang manajerial dan administrasi serta bidang keimuan, profesi. 
standar profes1 dan standar kompetensi; 

· Membuat standarisasi format pengumpulan. pemantauan, dan pelaporan indikator 
mutu klinik; 

~ Melakukan pemantauan mutu klinik. etika kedokteran dan pelaksanaan 
pengembangan profesi medik; 

" Menerapkan program keselamatan paslen (patient safety). 
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3ona metaksanakan tugas dan tanggungjawabnya maka kepada Komite Medis 
....-..an kewenangan: 
a. Memberikan usulan rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis; 
it l.4emberikan pertimbangan rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan 

ala! medis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan; 
~ Monrtonng dan evaluasi mutu pelayanan medis; 
_ l.lonitoring dan evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan alat kedokteran; 
e. l.lemb1na etika dan membantu mengatur kewenangan ldinis; 

Membenluk tim klinis lintas profesi; 
'i ~~berlkan rekomendasi kerjasama antar institusi 
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& """1 pelayanan medis; 
Pemblnaan etik kedokteran; 
:>engembangan profesi medis. 

...,,.,_ medis bertanggung jawab kepada Direktur meliputi hal - hal yang bel1<aitan 
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a Mi :iteian AQI!!-• t u,..,a, k_.., dln!laur beri<all3n dengan petayanan 
1 , fa dli a rn llli l>W g , o., pen,\a>an mutu pe;ayanan medos peningkaian 

"""1'•'. ~ ...,o Ii a, ca,, pelatihan 
ts qcOOl"dnas&an ::,e111,a,,an rnechs dan rnengarahkan pelayanat1 medts sew.ai 

- oan '11ISl ruman saior ........-.gar,, hal-hal yang ber1<a1tan dengan etika profesi kedokteran serta 
.,6wwwllaU dan menlla1 pelaksanaan konsep etika profesi dalam semua aspek 
~medis. 
y5, otiantu direktur dalam menyusun kebijakan baku standar pelayananbamedis 
,-ng narus dilaksanakan oleh semua KSM serta mengupayakan pengem ngan 
pcgram pelayanan serta memantau pelaksanaanya. 

~111111 .. • IUU:!:JIEle cieiM -- 

~ ,. 



Setiap rapat dinyatakan sah apabila undangan telah disampaikan secara pantas 
~ecuali seluruh anggota yang berhak memberikan suara menolak undangan tetsebut.. 
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I) Rapa! tahunan kelompok staf medis dan atau kornite medis diselenggarakan 
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

'2) Ketua menyampaikan undangan tertulis kepada anggota dan laporan lain paling 
lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diselenggarakan. 
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Rapa\ khusus diadakan dalarn hal : 
a, Adanya pennintaan yang ditaoda tangan, oieh paling sediktt 3 ( tiga ) anggota 

staf medis dalam wa.ktu 48 (empat puluh delapan) Jam sebelumnya; 
b. Adanya keadaanisltuasi tertentu yang mendesak untuk segera dilaksanakan 

rapat komite medis. 

2 Undangan rapat khusus harus disampaikan oleh Ketua kepada peserta rapat 
paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilaksanakan. 

3 Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan spesifik. 

'4 Rapa\ khusus yang diminta untuk anggota staf medis sebagaimana diatur dalam 
ayat (1) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya sura\ 
pemiintaan tersebut. • 
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"tapat rutln komite medis dilakukan paling sediktt 1 (satu) kali 1 (satu) bulan 
Rapa! komite medis dengan semua kelompok staf rnedis dan a\au dengan semua 
li!naga dokter dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (sat) bulan 
Rapa! komtte medis dengan Oirektur rumah sakitlWakil Direktur Pelayanan 
dolakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bu!an. 
Seuap undangan rapat rutin yang d1sampaikan ketua harus dllampin de<lgan salah 
satu salinan risalah rapat yang lalu. 
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'ialz~--· • _ _, 
a ;.., na-~?lili11;e..,w11-.•ll 1-""l:llllar. 

.. d9' 

!FJD& :.eiww w + e r t + ,oc:. s=:at mec.s dilcF.ukan ~ seuap bufan 
~ t,ersa, • 0, a 22 _, wail Ow,e;ctur Pelayanan dilakukan sekah senap 
b;l;an,; 
R.31,at ktlUSlJs OIYJ~ _sewai;tu - waktu guna membahas ma$aiah yang s;1n9at 
'2'.Jral; 

e ;gpa, tahunan dllal<ul<an sekali dalam satu tahun; 
Ra!,a,t orpunpm oleh ketua atau yang mewakili berdasarkan ke$epaka\an para 
aggola 

,, ~ drnyatakan sah apabila dihadiri oleh 213 (dua per tiga) KSM. 



1) Olrektur rumah sakit cfapat mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap 
keputusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya deogan 
syarat usu! perubahan atau pembatalan terwbut dieantumkan dalam 
pemberitahuan atau undangan rapat sebaga~ana yang ditentukan dalam 
peraturan ini. 

(2) Dalam hal khusus perubahan atau pembatalan keputusan Oirektur rumah sakit 
tidak diterima dalam rapat tersebut. maka usulan tersebut bdak dapat diajukan 
lagi dalam kurun waktu tiga bulan temittlng seiak saat ditolaknya usulan tersebut. 
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'21 l(eputusan rapat kelompok staf medis dan atau komite medis dida,;arkan pada 
suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara. 

3) Oalam hal jumlah suara yang dlperoleh adalah sama maka ketua atau wakil ketua 
berwenang untuk m~nyelenggarakan pemungutan suara kedua kalinya. 

d) Perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota kelompok stat medis dan/atau 
komite medis yang hadir pada rapat tersebut. 

Setiap masalah yang diputuskan melaluf pemungutan suara dalam rapat 
kelompol( staf medis dan/atau komite medis yang ditentukan deogan mengangkat 
tangan atau bila dlkehendaki oleh para anggota kelompok stat medis dan/atau 
komite medis, pemungutan suara dapat dilakukan dengan amptop tertutup. 
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Pasa1101 
~ kelompok staf medis dan/atau kom,te medis dapat dilaksanakan apabila 
.-.oum tercapai. 

_ o<uorum d1anggap tercapai apabiLa dihadiri oleh 213 (dua per tiga) dari jumlah 
la!lompok staf medis. 

Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam waktu setengah jam dari watctu rapat yang 
:eiah ditentukan maka rapat ditangguhkan untuk dilanjutkan pahng lambat 
6 (enam) hari kerja berikutnya. 

~ Dalam hal kuorum tidak juga tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu yang 
lelah ditentukan pada rapat berikutnya, rapat tetap dilanjutkan dan segaLa 
\eputusan yang terdapat pada risalah rapat disahkan dalam rapat anggota 
kek,mpok staf medis dan/atau komite medis. 

;:: 11 'laf< kelua daf1 -~ .- befha)angan had~ dalam suatu rapat d~_n kuorum 
...-, :e,eapa, maka ai,ggcu staf med,s dan/atau komite medis dapat mermlih peJabat 
.s:a unlul( mem,mp,n rapa• 
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'P ,. 



Tugas dan tanggungjawab sub komite kredensial dan Proctoring adalah . 
a. Membuat persyaratan dan prosedur penerimaan calon tenaga medis yang 

melamar untuk bekerja sebagai tenaga medis fungsional di RSUD Kabupaten 
Bekasi; 

b. Mengawasi dan menekankan secara utuh pemahaman Hak dan Kewajiban dokter 
dan memperhatikan Hak dan Kewajiban Pasien dalam melakukan semua 

• prosedur pelayanan medls di RSUD Kabupaten Bekasi; 
c. Bersama-sama dengan Sub-Komrte Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 

Penelitian dan Peogembangan daiam menetapkan Pedoman Kewenangan 
Profesi untuk tiap KSM. 

d. Meninjau data rekam j$k tenaga medis yang melamar untuk menjadi tenaga 
medis fungsional di RSUD-Kabupa!en Bekasi sebagai salah satu data dasar yang 
penting dan diper1ukan dalam melakulcan Proses Kredensiat 

e. Melakukan Kredensial bagl caJoo lenaga medis di RSUO Kabupaten Bekasi dan 
membuat rekomendasmya kepada Ketua Komrte Medik dan Oirektur; 

f. Melakukan Montt0<in9 dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan; 
g. Membuat laporan secara- ler1Ulls semua kegiatan Sub-Komite Kredensial dan 

Proktoring Kepada Ketua Komlle Mecl.< pada akhir tahun 
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Susunan organisasi sub komite terdiri dari · 
a. Ketua; 
b. Sekretaris; dan 
e Anggota. 
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Pembentukan sub komlte ditetapkan oleh Oireklur dengan masa kerja 3 ( tiga ) tahun 
aias usulan ketua komite medis setelah memperoleh kesepakatan da!am rapat komite 
med ls. 
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Kanrte medis dalaln mefaksanakan tugasnya dibantu oleh sub komite, yang tetdiri 
can : 
a Sub komrte Kredensial dan Proctoring; 
• Sub komite Peningkatan Mutu Pelayanan, Penelitian dan Pengembangan; 
c Sub kornite etika dan disiplin profesi; 
a Sub komite Fannasi, terapi dan ala\ kesehatan; 
e. Sub komite Pencegahan dan Penanggulangan lnfeksi Nosokomiat 

Sub Komlte rekam rnedis; 
s Sub Komite Akredi1asi Rumah Sakit. 

Bagian Ketujuh 
Sub Komite 
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TU!J!S dan tanggungjawat> Sub Komite Farmasi, Terapi dan Alat Kesehatan; 
a. MenytJsun formularium dan tatalaksananya berdasarl<an mutu layanao dengan 

pendekatan evidence-base medicine; 
b. Menyusun Sistem Tatalaksana Farmakoterapi RSUO Kabupaten Bekasi yang 

efektif dan efisien; 
c. Monitoring upaya penggunaan obat secara rasional yang sesuai dengan 

kebutuhan serta mempromosikan konsep terapi rasional pada semua anggota 
Komite Medik; 

d. Membuat Standar Terapi bakerja sama dengan semua KSM: 
e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan; 
f. Membuat laporan secara tertulis semua kegiatan Sub-Komite Farmasi, Terapi & 

Alat Kesehatan kepada Ketua Komite Medik pada akhir tahun. 
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- JQ3$.dan tanggungJawab Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi : 
• Melakukan pengawasan ternadap masalah yang diduga terjadi pelanggaran Ebka 

Profesi serta secara aklif terus melaksanakan pembinaan Etika dan disiplin 
Prof est 

e Melakukan kajian dan investigasi pada dugaan pelanggaran Etika dan Disiplin 
Profesi dan merekomendasi sanksi yang adil. tepat dan sesuai pada dugaan 
pelanggaran Etika dan Oisiplin Profesi; 

e. Mela.ksanakan Review Kasus dengan dugaan pelar,ggaran Bika dan Oisiplln 
Profesi; 

d Bersama dengan Sub-Komite Kredensial melakukan penilaian kepribadian dan 
wati,k yang berpotensi menimbulkan pelanggaran Etika Profesi pada proses 
seleksi calon tenaga fungsional; 

e Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan; 
f Membuat laporan secara tertuhs semua kegiatan Sub-Komite Etika dan D,siplin 

Profesi kepada Ketua Komite Medik pada akhir tahun. 
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ll. 1151,QU>P Aara - wa *ll!•Mn r1ess, yang tef)aOl selama dalam 
i:,e,awa=an di RS.D • .... • l;leo- 

O Met'OCJt:ill& • oen1 ec.-, a Ls l!l}ad1 datam masa perawatan., 
e, Mcnear, aar, """Y"*"" SOlusf yang dapat membaotu mencegah terjadinya 

neks, t'.IOSOiu3m,al 
I! Menoogkatkan upaya penyutuhan kesehatan kepada pasien dan keluarganya; 
e, l.lelal<ukan Mondonng dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan, 
• t.lembual faporan secara tertulis semua kegiatan Sub-K~ite Pencegahan d3? 

<>enanggulangan lnfeksi Nosokomial Kepada Ketua Komrte Med1k pada akhir 
!ahun 

--.- _, ttM""JIUll"'•U .. -Ra - = tr 'wk~ <13'> ~ · 
•• ,11aiai aCd,.. 

p ... 



Keweriangan sub kom4e adalah sebagai benlwt: 
a. Untuk sub kormte kredensial dan proctoring. melaksanakan kegiatan kredensial 

dan proctoring secara adil, jujur dan terbuka secara lintas sek!O<al dan fintas 
fungsi; 
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rugas oan tanggungjay;ab Sub Komite Akreditasi Rumah Sakit: 
a. Menyusun kebijakan dalam upaya mensosialisasikan proses akredttasi RSUO 

Kabupaten Bekasi pada semua Anggota Komite Medik; 
b. Mensosialisasikan Tanggung Jawab semua Anggota Komite Me<lik untuk 

menyukseskan Proses Akreditasi di RSUO Kabupateo Bekasr; 
c. Menginformasikan secara aktif kemajuan proses akreditasi, kendala I hambatan 

yang ada serta secara bersama sama mencari solusi pemecahannya; 
d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 
e. Membuat laporan secara tertulis semua kegiatan Sub-Komite Akreditasi Rumah 

Sakit kepada Ketua Komite Medik pada akhir tahun. 
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Tugas dan tanggungjawab Sub Komite Rekam Medis adalah: 
a Menyusun kebijakan dalam menjaga Kerahasiaan Rekam Medik; 
b. Menyelenggarakan penyuluhan, pembinaan dan penerapan Sistem Rekam Medik 

yang baik.: 
c. Mensosiatisasikan tanggung jawab RS. Kewajiban dokter untuk mengisi Rekam 

Medik secara lengkap dan benar hak dan kewaPban pasien berkaitan dengan 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; 

d. Membahas dan memantau kelengkapan pengisian status; 
e. Menetapkan bentuk dan isi formulir data hasil serta terapan simbol dan singkatan 

yang dlpak.ai: 
f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keg,atan; 
g. Membuat laporan secara tertulis semua kegiatan Sub-Komite Rekam Medis 

kepada Ketua Komite Medik pada akhir tahun. 
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Tr:,;ia - D Sul> Ka-ie ~ I.Uu Pelayanat' Me<lii a z 
... eneF'w dmf'> •~ -- -,.- •. ~ t«< ,•an atau upaya yang dapat memngkatkan Mutu Pelayanan 

Meo• t,ea,,a dengan selUruh KSM· 
I> Merry,J$W l<J'tteria yang dapat d1gunakan sebaga, lndikator Mutu Pelayanan Medis 

dalam Pemlaian Fungsi Pelayanan Medis d1 RSUO Kabupaten Bel<asi secara Self 
ASsessment; 

e Membuat agenda Presentasi Kasus Sur~ I Kasus Bermasalah, Kasus Kematian 
(Death Case) dan Pembacaan Jumal Kedokteran (Journal Reading), 

d Bersama sama dengan Sub-Komite Kredensial menetapkan Pedoman 
Kewenangan Profesi; 

e Membuat agenda pendidikan dan pelatihan (Kongres. Wort<shop dan Pelatinan 
Wajib A TLS, ACLS), Spesialisasi atau Subspesialisasi untuk anggota KSM; 

f Melakukan monitoring dan evaluasl pelaksanaan kegiatan: 
9 Membuat laporan secara tertulis semua kegiatan Sut>-Komije Peo,ngkatan Mutu 

Pelayanan-Penelrtlan dan Pengembangan kepada Ketua Komite Medik pada akhir 
tahun. 



Jika setelah d1lakukan llnaa-a1 la- ,ar,g be<sangkutan mas1h melakukan haJ yang 
sama. maka Komlte ITlf'd,s - ~ usulan kepada direl<tur. agar yang yang 
bersangkutan d•ben sa,*31 ,•·>......., lkeweflangan (privilege) atau sanksi 
berdasarkan peraturan yar,g U1 I rt 

Pasal 119 

Bilamana hasil lelaahar> dan peneilJan menunjukkan kebenaran dugaan layanan 
klinik tidak sesuai c:letlgar1 t.EdOlnat& Slandar pelayanan, rnaka komne medis dapat 
mengusulkan kepada a,e,-v agar yang beisangkutan dilakukan tindakan koreks, 
oleh kelompok KSM va,,g be<A1'9•11at> 
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Oalam hal stat medis dduga melakukan tayanan klinik tidak sesuai dengan pedoman 
standar maka lerhaOap yang bersangkutan dapat diusulkan oleh komite medis untuk 
dilakukan tindakan lelaahan dan penelitian. 
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BABV 
TINOAKAN KOREKTIF 

Guna mempertencar tugas sehari - hari pertu tersedia ruangan pertemuan dan 
komunikasl bagl kelompok staf medis, komite medis dan sub komite serta tenaga 
administrasi puma waktu yang dapat membantu kelompok staf medis. komlte medis 
dan sub komite. Biaya operasional dibebankan pada anggaran rumah sakit. 

Tiap - tiap sub komite bertanggungjawab kepada ketua komite medis mengenai 
pelaksanaan tuga dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. 
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b U... - 1c t Peucegar.an oar ~ •- Nosoi<om,a,, 
....,._., _.,,a Pencegalla,, dan Penanggolaogan lnfel<si 

N,. A + W leCID ~~I dan bnias fungsr. 
C- lJr,u, sui, 1coml!& etJ"ka dan d1s,pl1n profes1, meJakukan pemantauan dan 

per,anganan masalah enka profesi kedokteran dan disipfin profesi dengan 
melibatkan lintas sektoral dan lintas fungsi; 

d. Untuk sub komite fannasi, terapi dan alat kesehatan, menyusun fonnularium dan 
perencanaan pengadaan atat kesehatan serta melakukan monitoring dan ewfuasi 
penggunaanya secara lintas sektoral clan lintas fungsi: 

e. Untuk sub komite peningkatan mutu pelayanan medik, penelitian dan 
pengembangan. melaksanakan kegiatan up_aya peningkatan _mutu pelayanan 
medik, peneli1ian dan pengembangan secara hntas sektoral dan lmtas lungs,: 

r. Untuk sub komite rekam medis, melaksanalcan kegiatan dalam upaya 
kelengkapan pengisian dan kerahasiaan relearn medis secara lintas sektoral dan 
lintas fungsi: 

g. untuk sub komite Akreditas, Rumah Sakit. melaksanakan kegiatan upaya 
akreditasi rumah sak~ secera lintas sektoral dan lintas fungsi 



(1) Rumah sakit. 
a. Rumah sakn berhak membuat peraturan yang berlal<u di rumah sakit sesuar 

dengan kond!Sl l<eadaan yang ada di rumah sakit: 
b. Rumah sakll W3jit> menyimpan rekam medis sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, 
c. lsi dokumen te!<am medis dapat d1berikan kepada pasien ataupun pihal< lain 

alas ijin pasien secara tertuhs dalam bentuk resume medls: 
d. lsi dokumen rekam medis dapat dibenkan untuk kepentingan peradilan dan 

asuransi sesua, dengan peraturan perundang - undangan. 

(2) Ookter: 
a. Mendapall<an ,ruc,m,as, yang lengkap dan jujur dari pasien yang dirawat atau 

keluarganya, 
b. Merahasiakan sega;a sesuatu yang diketahuinya tentar,g pasien, bahkan juga 

setelah pasien 11u mer,cggai d<na. 
c. Menolak kemg,nan _,.. yang bertentangan dengan hukum, peraturan 

perundang - OOdangar: aan ellka profest 

BABVUI 
KERAHASIAAN DAN INFORMASI MEOIS 
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BABVII 
SANK SI 
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Staf medis rumah sakit. baik yang berstatus sebagai organik ataupun mitra. yang 
melakukan pelanggaran tethadap peraturan perundang-undangan. peraturan rumah 
sakit, klausula-klausula dalarn petjanjian kerja atau etika dapat dibenl<an sanksi yang 
beratnya tergantung dari jenis dan berat ringannya pelanggaran. 

Pasal 124 
Pembenan sanksi dilakukan oleh Direktur rumah sakit serelah mendengar pendapat 
dari komite medis dengan mempertimbangkan kadar kesalahannya. yang bentuknya 
dapat berupa · 
a. T eguran tisan atau tertutis; 
b. Pencabutan previlage; 
c. Penghentian praktik untuk sementara waktu; 
d. Usulan pemberhentian dengan lidak hormat bagi staf medis organik; 
e. Pemutusan perjanjian kerja bagi staf medis mitra yang mas,h berada dalam masa 

kontrak 

Pasa1122 
Staf medis mitra yang telah menyelesaikan masa ko~traknya dapat .beke<ja kembali 
setelah menandatangani kesepakatan baru dengan p1hak rumah sakil. selama masih 
dibutuhkan. 

Staf f""'e3I! """'3 t,emenb secara 01omatis sebagai staf medi.s rvmah sakit apabtla 
lelah ~n masa kOfltraknya atau bethenti alas persetujuan bersama. 

... 111'1 
~ 

~,a 
Peaes s ..,._. ~ •epaaa ~esenwan pada Pasal 63 

Pasat 121 



fl Hj. NE EN~ANAH YASIN 

/ 1,D~eta.pkan di C1karan9 Pusat 
f'padatanggal 1"}'1l~ 201;· 

BUPATI BEKASI A( 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggaJ diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 
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Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai tehnik 
pelaksanaannya akan diatur kemudian 

BABIX 
KETENTUAN LAIN - LAIN 
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(3) Pasien: 
a. Berhak memperoteh informasl mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku 

di rumah sakrt; 
b. Berhak memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban passen; 
c. Berhak mendapatl<an privasi dan kerahasiaan penyakit yang d.c:le- ,.,.....,.,,,uk 

data-data medisnya; 
d. Wajib memberikan informasi yang lengkap dan JUJUf tentang masalah 

kesehatannya; 
e. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis antara lain : 

1. diagnosis dan tata cara tindakan medis; 
2. tujuan tindakan medis yang dilakukan. 
3 altematif tindakan lain dan resikonya; 
4. resiko dan komplikasi yang mungkin terjadr, 
5. prognosis- terhadap tindakan yang dilakukan. 

f. Berhak meminta konsultasi kepada dokter tain (second opinion) terhadap 
penyakit yang dideritanya; 

g. Berhak memberikan peisetujuan atau menolak untuk pemeriksaan rujukan; 
h. Berhak mendapalkan isi rekam medis dalam bentuk resume medrs. 


